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PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 

NOMOR 3 TAHUN 2008 

TENT ANG 

UIWSAN PEMERINTAHAral YANG MENJADI KE\VENAr'\GAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mcnimbang 

Mcngingal 

BUPATI GOWA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten!K.ota perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Gowa. 

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 
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II di Sulawesi (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambaha 
Lembaran Negara Republik Indonesi 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 200 l 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambaha 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 
4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah · 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran · 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 
108, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
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Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737). 

Dengan pcrsctujuan bersama 

DJtWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA 
dan 

BUPATIGOWA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
;TEN.TANG URUSAN PEMERiNTAHAN YANG 'ii,,("'"', ' . MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH 

. KADUPATEN GOWA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pernturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
l , Pe111erintnh Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang ke�uasan 
I'emerintahan Negara Republik Indonesia sebaga1m�a 
dhnnksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Perncrintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pernerintah Daerah dan D�� menuru'. 
asas otonomi dan tugas pembantu dengan pnnsip otonorm 
seluas-luesnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Daerah Otonom, selanjutnya disebu� Daerah, adal� l kah esatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wi ay yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan d�� 
kepentingan masyarakat setempat me�urut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. . . 

4. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewaJdI?� daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sen in � 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanahgutnbya �isebut 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daer se agar unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa besertah a Peran D gkaht 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerint an aera 
Kabupaten Gowa. 

7. Bupati adalah Bupati Gowa. . . . 
8. Urusan pemerintahan adalah fun,gs1-fungSI pean/ mermtah yang 

menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan d atau susunan 
pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan 
masyarakat. . 

9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturankriy�g dapat 
berupa norma, standar, prosedur dan/atau tena yang 
ditetapkan oleh pemerintah .sebagai pedoman penyelengaraan 
urusan pemerintahan. 
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BAB II 
' 

OllUSAN PEMEIUNTAHAN YANG MENJADI 
J()tWU:NANGAN PEMEJUNTAH DAERAH 

Pnsal 2 
l)ultllll menjnlaukan otonomi daerah, Pemerintah Daerah 
molokounoknn urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan d(len\11. 

Pasal 3 
!JrfJ@l!Jl [>omerlntnhun scbagairnana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 

;llfiU( . 1 Jtlgu puluh satu ) bidang urusan pemerintahan meliputi : 
· · 41dlkon. 

{llfin, 
' l'Jmum. 

' . . 
I . !ttli1t\ltlJ)El, 

f. · P Mil 'n11ti(UJ Pernbnnguna». 
fl, ,If A'.l\\l�unoon. 

· .k 1.i)naklll)Qon Hldup, 
,i l1t!'lQllllhilil, 

. Ku1r,1oudukun dnn Cntatnn Sipil. 
Pomb. l\lll)'UOJl Percmpuan dan Perlindungan Anak. 

, � Jutirgll.JlClfCllciinn dan Keluarga Sejahtera. 
U, Sotlliil, 
!, l{;t�Iii;!gqklidMn dun kctransmigrasian. 

Ko1>PTABI dm1 Dsahu Kccil dan Menengah. 
Pe1itUHlillflll Modal. 
K blidnymu1 dun Puriwisata. 
Ko1ieniudt10J1 don Olah Raga. 
Kti6fl.lur111 l)Mgso dnn Politik Dalarn Negeri. 
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t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan 
Persandian. 

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
v. Statistik. 

. w. Kearsipan. 
x. Perpustakaan. 
y. Komunikasi dan Informatika. 
z, Pertanian dan Ketahanan Pangan. 
aa. Kehutanan. 
bb. Energi dan Sumber Daya Mineral. 
cc. Kelautan dan Perikanan. 
dd. Perdagangan ; dan 
ee. Perindustrian. 

Pasal 4 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Urusan Wajib dan 
Urusan Pilihan. 

Pasal 5 

(I) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah 
urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan Pelayanan 
Dasar. 

(2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) meliputi 
bidang: 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Lingkungan Hidup; 
d. Pekerjaan Umum; 

6 

(I) 

(2) 

Pasal 6 

Urusun Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah 
Urusan Pe�erintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 
untu� �1cnmgkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. 
Bcrdasurkan Analisis terhadap Prociuk Domestik Regional 
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Ill, Ponuluon Ruang; 
I'. Perencanuon Pombangunan; 
g. Perumnhun; 
h, Kepemudnan dun Olahraga; 
I. Pcnamunnn Modal; 
j. Koperasi dun Usaha Kecil Dan Menengah; 
k. Kependudukan dan Catatan Sipil; 
I. Ketcnngukcrjnan; 
m, Kctnhnnun Pangan; 
11, Pemberdoyaen J>erempuan dan Perlindungan Anak; 
!l, Koh11irgo Bercncana dan Keluarga Sejahtera· 

.p, Porhubungnn; ' 
,, . q. Ko,nunlknsi dan Informatika· 
., .• r, 11ortonnhun; ' · 
' �)1, 5,1\,08Utyni1 Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 

l ;\'j0J,OJ10ml. Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
· :. . J{�upnsnn Dnerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan 
· · Perllnnillnn; 

U, "J.)cn1bordny1111n masyarakat dan desa· 
v, Sonlul; . ' 
w. Kebudeyann; 
x. Swtlstik; 
y. KMrsipnn; don 
z: Perpustukaan. 



,I 
·: ·, 

I 
'I .. 
; j 

! I 
I. 

;\ 
' 'I 
'I 

l ! 
I ; I 

'. 
'. 
I '. 

Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan 
lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka 
urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang : 
a. Pertanian; 
b. Kelautan dan perikanan; 
c. Kehutanan; 
d. Energi dan Sumber Daya Mineral; 
e. Pariwisata; 
f. Perindustrian; 
g. Perdagangan; 
h. Transmigrasi. 

Pasal 7 

Rincian dari masing-masing bidang Urusan Pemerintahan 
sebazaimana d.imaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur lebih 
lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah berpedoman kepada 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 8 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib 
maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan 
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Pasal 9 

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimasud dalam pasal 
8, juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang 
d.itetapkan oleh Pemerintah. 
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Pnsal 10 
Rl11olru1 dori musing-masing bidang urusan Pemerintahan 
liObttgolmonn dimuksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam : 
o. Penetnpnn landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan 

ctcnoml Dacrnh; 
b. Ponelopnn organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan 

kebutuhnn sorta potensi daerah; 
o. Jioncmpoton personil sesuai dengan kompetensi yang 

dlbmuhkun untuk melaksanakan urusan pemerintahan; 
(J; l'tUJtil!lJltlll prioritns penyusunan perencanaan pembangunan 

dncmh; 
, Jle11ut11pon nlokasi binya dalam APED; 

f, Pi.u111Dllln kinorjo, pcrnbinaan dan pengawasan serta evaluasi 
pc)rtit80JlOnn otonomi daerah; 

ij, Pcl))'Usunru1 laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kc11odo pemerintnh, laporan keterangan pertanggungjawaban 
Rep[ll!I Duernh kepada DPRD, dan informasi laporan 
p11nyolonggnroun Pcmerintahan Daerah kepada masyarakat. 

. BAB III 

KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 11 
Pudtl suut Pernturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan 
Pon111drmg-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 
Kebupnten yang rnengatur penyelenggaraan urusan pernerintah 
kubupatcn, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti 
dun tldak bcrtcntangan dcngan Peraturan Daerah ini. 
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BAB IV 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Gowa. 
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